BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI
NOMOR /5 TAHUN 2024

TENTANG
SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan
birokrasi telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi dan penyetaraan jabatan;

b. bahwa dengan telah dilakukannya penyederh{maan
struktur organisasi dan penyetaraan jabatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian
sistem kerja;

c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dalam
penyesuaian sistem kerja, diperlukan pengaturan tentang
sistem kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Derah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tegah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Pimpinan Unit O .
rganisasi ad i o i i Madya,
alah Pejabat Pimpinan Tingg! pejabat

Pejab impij "
Pe.l'l g::,;zmp;?aalf T};n_ggl Pratama, Pejabat Admini.stratort, i
memimnie ¢jabat Fungsional yang diangka

PIn suatu unit organisasi tertentu. it
Penye_derl‘_lanaan Struktur Organisasi adalah perampingan un;(
Organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untu
mengurangi tingkatan unit organisasi. —
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsion
adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jaba:g
Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jaba
Fungsional yang setara.
Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan peng'erpbangal;
mekanisme Kkerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Neg?;{-
dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Sistemn Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja
yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi. ) . :
Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasl
yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawa:
Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem
dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan. :
Proses Bisnis adalah adalah sekumpulan kegiatan yang
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas o
fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing — masing.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah. _
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur

Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan

tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
Jabatan Administrasi adalah adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.

Ketua Tim adalah Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional/
Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan
bidang tugas.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah
unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PENYESUAIAN SISTEM KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

1) Sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang

Membentuk suatu... 3

@& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

membent : o si.

(2) Sistem k::fasuatgl proses aktivitas pelaksanaan tugas dglr;l?:;]g(an
. Xerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) as

sebagai instrument bagi pegawai ASN dalam melaksanakan tugan

dan fungsi perangkat daerah/unit kerja setelah penyederhanaka

struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rang

penyederhanaan birokrasi. irokrasi
(3) Penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan IRECE

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. mekanisme kerja; dan

b. proses bisnis.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

(1) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf a dilaksanakan dengan prinsip:
orientasi pada hasil;

kompetensi;
profesionalisme;
kolaboratif;
transparansi; dan

f. akuntabel. o
ekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

2 M
atas:
a. kedudukan;
b. penugasan;
c. pelaksanaan tugas;
d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e.
;2

000 o

. pengelolaan kinerja; dan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a merupakan penggambaran posisi kedudukan pejabat fungsional
dan pelaksana dengan pejabat penilai kinerja sebagai atasan

langsung.

(2) Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan penempatan pejabat fungsional atau pelaksana yang
tercantum dalam keputusan pejabat pembina kepegawaian.

(3) Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat penilai

kinerja sebagai atasan langsung.

Paragraf 3
Penugasan
Pasal 5

(1) Penugasan pejabat... 4

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(1) Penugas : :
a. ingivi?l?l Fggb/a:t;ingslonal dan pelaksana secara: ‘
b. ti :
" - tim kerja. I
) gienfilalﬁasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana
sud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penujukkan; dan/atau
b. pengajuan sukarela.

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 3
merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsl_fma] atat ¢
pelaksana oleh pejabat penilai kinerja dan/atau pimpinan uni
organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu. £

(4) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut &
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas
dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana
untuk melaksanakan kinerja tertentu. .

(5) Penugasan sebagaimana I:]dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui proses perencanaan berdasarkan beban kerja.

(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 6

(1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat

dilakukan:

a. di dalam unit organisasi;

b. lintas unit organisasi / Unit Kerja; atau
c. lintas instansi pemerintah.

(2) Mekanisme penunjukan di dalam
dimaksud pada ayat (1) huruf a dil
Pimpinan Unit Organisasi.

(3) Mekanisme penunjukan lintas unit organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat

permohohan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana
kepada Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dimaksud berada dengan
tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan;

b. Terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional

atau pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat
Fungsional atau pelaksana dimaksud berada, memproses
dan menjawab permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau pelaksana tersebut;
Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional
atau pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana, maka dengan
rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai
Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud
berada menyusun surat penugasan untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana yang sesuai dengan
kriteria yang disampaikan pemohon di dalam surat
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana;
dan

d. Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional

atau pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana, maka Pejabat Penilai
Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud
berada menjawab surat permohonan pelibatan tersebut

unit organisasi sebagaimana
akukan secara langsung oleh

pelaksana yang... 5

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

den :
e. Peja%az;: ala;‘?: mengapa tidak dapat menyetujui p‘?rmOh:?xE:zt
gsional dan pelaksana menerima ng
Penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanset
Jawab,

(4) Mekanl_sme penunjukan lintas Instansi
seba_gaunana dimaksud pada ayat (1) hurufc meliputi: dahulu
a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih Pejabat

mengirimkan surat permohonan pelibatan e']nang
Fungsional atau pelaksana kepada Pejabat yansg Berwtean di
dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangku
instansinya;

b. Apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas per'rn'OI;::na;li
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari ins/@% 5
lain maka kemudian Pejabat yang Bcl‘l"f’;;t":;g i
mengirimkan  surat permohonan  p€l .
Fungsional atau pelaksana tersebut kepada Pejabat yang
Berwenang instansi yang dituju; .

c. Apabila surat permozonan pelibatan Pejabat Fungsxopaltg':i
pelaksana disetujui oleh Pejabat yang Berwenang 1ns s
yang dituju, maka Pejabat yang Berwena._ng-lnS‘Fan81 -ybagt
dituju menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja Pej‘abat
Fungsional atau pelaksana untuk menugaskan Pe,]a i
Fungsional atau pelaksana yang bersesuaian dengan kr.xterl
yang dibutuhkan di dalam surat permohonan pelibaran; al

d. Terhadap instruksi untuk menugaskan Pejabat Fungsiona’
atau pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dengan relmeel’ldasl
Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau
pelaksana berada menjawab ketersediaan Pajabat Fu’.lgswnal

ian dengan kriteria yang

atau pelaksana yang bersesuail .
dibutuhkan di dalam surat permohonan pelibatan;

e. Apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut: |
1. Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban |
permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional j
atau pelaksana yang ditugaskan kepada Pejabat yang
Berwenang. Bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui
surat jawaban permohonan pelibatan beserta daftar
Pejabat Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan,
Pejabat yang Berwenang mengirimkan surat jawaban
permohonan kepada Pejabat yang Berwenang pemohon.
2. Berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh
Pejabat yang Berwenang, maka Pejabat Penilai Kinerja atau
Pimpinan Unit Organisasi yang dituju menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai daftar Pejabat
Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan untuk bekerja
sesuai pelibatan tersebut
3. Berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka
Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat
penugasan dan/atau bukti penugasan secara tertulis
untuk kemudian disampaikan kepada Pejabat Fungsional
atau pelaksana yang ditugaskan dengan tembusan Pejabat
yang Berwenang instansi bersangkutan, Pejabat Penilai
Kinerja bersangkutan, dan Pejabat yang Berwenang
instansi pemohon.
4. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.
)) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5)

pemerintah

paling sedikit... 6
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paling sedikit memuat:

a. : j :
;naksu.d dan tujuan permohonan penugasan Pejabs

. ungsional dan pelaksana;

- kapetensi, keahlian, dan/atau keterampilan ¥ ang

dibutuhkan;

C. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat
pelaksana yang akan ditugaskan; dan

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan pelaksana.

Fungsional dan

Pasal 7

(1) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4) dapat dilakukan:
a. di dalam unit organisasi; atau
b. lintas unit organisasi. . jsasi
(2) Mekanisme pengajuan sukarela di dalam unit organ

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: )
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan

keinginannya secara lisan untuk dapat 'gerh'pat dalar.ri
pelaksanaan kinerja tertentu kepada Pimpinan Uni
Organisasi; o
b. Apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, n_lakaei
Pimpinan Unit Organisasi menugaskan Pejabat Fungsion
atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu

tersebut; dan )
c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerma surat

penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab. . . .
(3) Mekanisme pengajuan sukarela lintas unit organisasl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan surat
permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan
kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi dituju atas
persetujuan Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi bersangkutan;

b. apabila permohonan disetujui, maka pimpinan unit
organisasi menyusun surat penugasan untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan
kinerja yang berada di Pimpinan Unit Organisasi dituju; dan

c. pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

Paragraf 4
Pelaksanaan Tugas
Pasal 8

(1) Pelaksanaan tugas meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat:
a. dalam Perangkat Daerah /unit kerja;
b. lintas Perangkat Daerah /unit kerja; dan
c. lintas Instansi Pemerintah.

(2) Pelaksanaan tugas dalam Perangkat Daerah/unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pelaksanaan tugas secara individu dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Dalam pelaksanaan... 7
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atau

atﬂ

el .
]]:el:l]::::: mS(;C(;(ra individu, Pejabat Fungsional opeeea
butir kegiat aJ e TGRS Seaunt dengac iy ‘:au
- glatan Jabatan Fungsional masing- masing a

an tugas jabatan pelaksana yang diselaraskan dengan
tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

2. Butnr kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas
Jabatan pelaksana yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional
dan pelaksana merupakan penjabaran atau turunan dari
tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

3. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelaksana secara individu, Pejabat Fungsional atau
pelaksana memperhatikan:

a) arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

b) target pencapaian kinerja unit organisasi; dan _ )

¢) keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
Pejabat Fungsional atau pelaksana lain dalam unit

organisasi. .
b. Pelaksanaan tugas secara tim kerja dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
dalam tim kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas
yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pej‘abat
Fungsional dan/atau pelaksana dalam unit organisasi;

. Tim kerja melaksanakan tugas unit organisasi sesual
arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

3. Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim kerja dapat
menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi
untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

. Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi
secara berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja
sebagai bahan input pengambilan keputusan dan
pemberian arahan pelaksanaan tugas dan kegiatan tim

¥

kerja;
Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim

kerja berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain;

dan

Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi

tugas dan kegiatan tim Kerja.

(3) Pelaksanaan tugas lintas Perangkat Daerah/unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara
tim kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam
tim kerja lintas unit organisasi dilakukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lintas
unit organisasi;

b. tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai
arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik
kinerja;

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja untuk

diputuskan dan/atau... 8
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diput iti
" dal};mus}i(:ln dgn /atau ditindaklanjuti; . i
(0] . diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
rganisasi dal i -
o 1 dalam menyelesaikan permasalahan dan kend
Imaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahe®
dan_ kendala  beserta alternatif rekomendasi kepada
masmg-masing Pimpinan Unit Organisasi dimana S i
nggsnonal dan pelaksana dimaksud berada untu.k
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi unit

organisasi masing- masing;
bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan

tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja
lain; dan
tersebut dilakukan pada tahap

f. koordinasi tim kerja .
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas

dan kegiatan tim kerja. .
(4) Pelaksanaan tugas lintas Instansi Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara tim kerja

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam
tim kerja lintas Instansi Pemerintah dilakukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lintas

Instansi Pemerintah;
tim kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk untuk

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target ldperja
unit organisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah

pelaksana; )
fungsi atau untuk mendukung program strategis lintas

Instansi Pemerintah;
tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai

d.

arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja
pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi atau arahan
pimpinan Instansi Pemerintah pelaksana fungsi;
jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja pada
Instansi Pemerintah pelaksana fungsi untuk diputuskan
dan/atau ditindaklanjuti;
dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi atau lintas Instansi Pemerintah dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, tim
kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi atau pimpinan Instansi Pemerintah
dimana Pejabat Fungsional dan pelaksana dimaksud berada
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi unit
organisasi atau Instansi Pemerintah masing- masing;
g. bilamana diperlukan, tim kerjadala melaksanakan

tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja

lain; dan

h. Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas

dan kegiatan tim kerja.

Pasal 9... 9
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Pasal 9

(1) Elil:;f; .I:ilaksanaan tim kerja, pimpinan unit organisasi

Juk salah satu Pejabat Fungsional atau Pelaksa

dalam unit organisasi sebagai ketua tim berdasarkan ke
dan/atau keterampilan;

(2) Dalam hal Unit Organisasi mempunyai struktur organisasi
dari 2 (dua) level, maka Pejabat Pengawas ditunjuk se
ketua tim sesuai dengan bidang tugas.

(3) Apabila terdapat anggota yang berasal dari lintas unit orgar
dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional
Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim berasal dari
Organisasi pemilik kinerja tersebut.

(4) Penunjukkan ketua dan anggota tim ditetapkan dengan :
tugas Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 10

(1) Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tim
terdiri atas:
a. Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja; .
b. Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi;
c. Tanggung jawab Ketua Tim; dan

d. Tanggung jawab anggota tim. )

(2) Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dim:
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana
organisasi;

b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisa:

sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi;

c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata
kelola, dan sumberdaya yang optimal;

d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan ef
dan

e. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tug:
dan fungsi antar unit organisasi.

(3) Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi sebagaiman:
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;

b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksa
kegiatan;

c. memberikan arahan terpadu, input, dan umpan balik
(feedback) atas pelaksanaan kegiatan;

d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaar
tugas antar tim; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ti

(4) Tanggung jawab ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ meliputi:

a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b. membagi peran anggota tim sesuai dengan
kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;

c. melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabe
penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi yan
bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaia:
kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan

f. melaksanakan kolaborasi... 11
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f. melaksanak
an kolaborasi dan sj -
) T tugas antar anggota tim. sinergisitas pelaksanaan
langgung _]awa_b anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:
a. menyusun rencana kerja individu;
b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan

¢. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

Paragraf S
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas
Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas individu dilaksanakan
oleh pejabat fungsional atau pelaksana dengan n'_‘el_ap(.)rka-n
pelaksanaan tugas secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja

sebagai atasan langsung.
Pasal 12

(I) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tim dilaksanakan oleh:

a. pejabat fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai

anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua
tim; dan _

. ketua tim selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas tm
kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi selaku pemilik
kinerja.

(2) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang

untuk meminta laporan kepada ketua tim.

Paragraf 6
Pengelolaan Kinerja
Pasal 13

(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang
bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas:
a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi

ekspektasi;
b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang

meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik
berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian
penghargaan dan sanksi.
(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pasal 14

Instansi Pemerintah mengutamakan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi
yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Pemerintah

Daerah.

Bagian Ketiga... 11
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Bagian Ketiga
Proses Bisnis
Pasal 15

1) T o
(1) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi proses bisnis

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi proses bisnis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan pendampingan Unit Kerja
yang mengampu ketugasan di bidang organisasi.

BAB I
MEKANISME KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 16

(D Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Sekretariat
Da_erah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung.

) K_Cdudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. Pejabat Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

b. Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli
Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pelaksana
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Struktur Penugasan
Pasal 17

(1) Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaksana pada
Sekretariat Daerah digambarkan dengan Kepala Bagian sebagai
Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi.

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah menetapkan kinerja Kepala Bagian.

b. Kepala Bagian memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan
pelaksana.

c. Kepala Subbagian dapat memberikan penilaian kinerja
sekaligus penugasan bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana
yang berada di bawah koordinasi.

Pasal 18
(1) Mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Tahap Perencanaan;

b. Tahap Pelaksanaan; dan
¢. Tahap evaluasi

(2) Tahap perencanaan... 12
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(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a

a.

b.

C.

b
a.

b.

meliputi:
S?kl'e.taris Daerah menyusun dan menetapkan perjanjian
kinerja dan sasaran kinerja pegawai;
sekretaris Daerah membagi dan menunjuk Asisten
scbagai penanggungjawab pencapaian target kinerja;
sekretaris  Daerah  memberikan  arahan dan .
koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
target kinerja; ;

. asisten membagi dan menunjuk Kepala Bagian scbagal
penanggungjawab pencapaian target kinerja; . K

. asisten memberikan arahan dan koordinasi untu
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kepada
Kepala Bagian; g
kepala Bagian merumuskan strategi pencapaian target
kinerjanya; :
kepala Bagian menyampaikan arahan dan ekspektasi target
kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berada
di bawah koordinasinya; dan )
kepala Bagian menyampaikan arahan dan ekspektasnb;ar;gdeat

kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang

di bawah koordinasinya.
(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
meliputi: L
pejabat fungsional/ Pelaksana menyusun rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran; .
kepala Bagian dan/atau Ketua Tim memonitoring dan

C.

memberikan umpan balik; dan )
kejabat fungsional/ Pelaksana menyampaikan hasil

pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bagian/Ketua Tim.

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:
a. kepala Bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan;

b.

C.
d.

kepala Bagian menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan
yang telah sesuai dengan target kepada Asisten;

asisten menyampaikan kepada Sekretaris Daerah; dan
sekretaris Daerah meninjau atau menerima hasil

pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
MEKANISME KERJA PADA SEKRETARIAT DPRD
Pasal 19
Bagian Kesatu
Kedudukan

(1) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat
DPRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Pej

abat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung.

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana

dimalfsud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. Pejabat Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan

b.

bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.,

Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fu i i
. : ! ) ngsional Ahl

Pertama, PcJﬂb&l'. Fungsional Keterampilan dag Pelaksa}r:':

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kcpad;

kepala bagian

Bagian Kedua... 13
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Bagian Kedua
Struktur Penugasan
Pasal 20

() Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaks
Sekretariat DPRD digambarkan dengan Kepala Bagiz
Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi.

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Sekretari:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD menetapkan kinerja Kepala Bagia

b. Kepala Bagian memberikan penilaian kinerja
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsic

pelaksana.

Kepala Subbagian dapat memberikan penilaiar

sekaligus penugasan bagi Pejabat Fungsional dan F
yang berada di bawah koordinasi.

Pasal 21

(I) Mekanisme kerja pada Sekretariat DPRD terdiri atas:
a. tahap Perencanaan;

b. tahap Pelaksanaan; dan

C. tahap Evaluasi.

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
a meliputi:

@)

a. sekretaris DPRD menyusun dan menetapkan pt

kinerja dan sasaran kinerja pegawai.

b. sekretaris DPRD membagi dan menunjuk K

Bagian sebagai penanggungjawab pencapaian target

Sekretaris DPRD memberikan arahan dan koordina:

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja

. kepala Bagian merumuskan strategi pencapaiar

kinerjanya.

kepala Bagian menyampaikan arahan dan ekspekta:
kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksar
berada di bawah koordinasinya.

f. pejabat Fungsional dan pelaksana bersama
Administrator menyusun rencana pelaksanaan kegia
anggaran untuk pencapaian target kinerja.

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (

b meliputi:

a. pejabat fungsional/ Pelaksana
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. kepala Bagian dan/atau Ketua Tim memonitorir
memberikan umpan balik; dan

c. pejabat fungsional/ Pelaksana menyampaikan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bagian/Ketua Ti

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

meliputi:

a. kepala Bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan;

b. kepala Bagian menyampaikan hasil pelaksanaan ke
yang telah sesuai dengan target kepada Sekretaris |
dan

¢. sekretaris DPRD meninjau atau menerima hasil pelaks:

C.

menyusun

kegiatan sro-—-
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kf:giatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkan.

BAB V
MEKANISME KERJA PADA INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 22

(I) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Inspektorat
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat

Penilai Kinerja sebagai atasan langsung. )
(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: .
a. pejabat Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Inspektur. )
b. pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli
Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pelaksana
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris atau Inspektur Pembantu.

Bagian Kedua
Struktur Penugasan
Pasal 23

(1) Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaksana pada
Inspektorat digambarkan dengan Sekretaris atau Inspektu.r
Pembantu sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit

Organisasi.
(2) Ketentuan struktur penugasan pada Inspektorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. inspektur menetapkan kinerja Sekretaris dan Inspektur

Pembantu.
inspektur Pembantu memberikan penilaian kinerja sekaligus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan

pelaksana.
c. sekretaris memberikan penilaian kinerja  sekaligus

memberikan penugasan bagi Kepala Subbagian dan/atau
Pejabat Fungsional dan pelaksana.

kepala subbagian memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan
Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya.

b.

Pasal 24

(1) Mekanisme kerja pada Inspektorat terdiri atas:
a. tahap Perencanaan;
b. tahap Pelaksanaan; dan
c. tahap Evaluasi.
(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi:
a. inspektur menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja dan

sasaran kinerja pegawai.
b. inspektur membagi dan menunjuk Sekretaris dan Inspektur

Pembantu sebagai penanggungjawab pencapaian target
kinerja

c. inspektur memberikan... 15
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¢. mspektur memberikan arahan dan koordinasi untuk
Pelaksar}aan kegiatan dan pencapaian target kinerja.

d. sekretarx's dan Inspektur Pembantu merumuskan strategi
pencapaian target kinerjanya.

e. sekretaris dan Inspektur Pembantu menyampaikan arahan
dan ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan
Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya.

f. pejabat Fungsional dan pelaksana bersama Pejabat
Administrator menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran untuk pencapaian target kinerja.

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi:

a. pejabat fungsional/Pelaksana menyusun rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran; )

b. sekretaris, Inspektur Pembantu dan/atau Ketua Tim
memonitoring dan memberikan umpan balik; dan .

c. pejabat fungsional/Pelaksana menyampaikan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

(3) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

meliputi:
a. sekretaris dan Inspektur meninjau hasil pelaksanaan
kegiatan.

b. sekretaris dan Inspektur Pembantu menyampaikan hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target
kepada Inspektur.

c. inspektur meninjau atau menerima hasil pelaksanaan
kegiatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkan.

BAB VI
MEKANISME KERJA PADA DINAS/BADAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 25

(1) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Dinas/
Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung.

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. Pejabat Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/ Badan.

b. Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli
Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pelaksana
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris atau Kepala Bidang.

Pasal 26
Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
pada Perangkat Daerah terbagi dalam 3 Level Struktur.
a. Dinas/Badan yang memiliki 1 (satu) Level Struktur

b. Dinas/Badan yang memiliki 2 (dua) Level Struktur
c. Dinas/Badan yang memiliki lebih dari 2 (dua) Level Struktur

Bagian Kedua... 16
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Bagian Kedua
Struktur Penugasan
Paragraf 1
Dinas yang Memiliki 1 (Satu) Level
Pasal 27

(1) Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaksana pada
Dinas digambarkan dengan Kepala Dinas, Sekretaris atau
Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan
Unit Organisasi.

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. kepala dinas menetapkan kinerja sekretaris dan kepala
bidang.

b. kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang memberikap
penilaian kinerja sekaligus memberikan penugasan bagi
Kepala Subbagian dan/atau Pejabat Fungsional dan

pelaksana. . '
c. kepala subbagian memberikan penilaian kinerja sekaligus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan
Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf 2
Dinas/Badan yang Memiliki 2 (Dua) Level Struktur
Pasal 28

(1) Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaksana pada
Dinas/Badan digambarkan dengan Sekretaris atau Kepa{a
Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi.

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Dinas/Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. kepala dinas/badan menetapkan kinerja sekretaris dan
kepala bidang;

b. sekretaris dan kepala bidang memberikan penilaian kinerja
sekaligus memberikan penugasan bagi pejabat fungsional

dan pelaksana;
sekretaris dan kepala bidang memberikan penilaian kinerja

sekaligus memberikan penugasan bagi kepala subbagian
dan/atau pejabat fungsional dan pelaksana; dan
d. kepala subbagian memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi pejabat fungsional dan
pelaksana yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf 3
Dinas/Badan yang memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur
Pasal 29

(1) St'ruktur penugasan pejabat fungsional dan pelaksana pada
BD}gas/Badsm q:%axnbarkan dengan Sekretaris atau Kepala
idang sebagai Pejabat Penilai Kinerja d i i i
i ja dan Pimpinan Unit
(2) Ketentuan struktur penugasan pada Dinas Badan seb i
dimkakstlld p:iada ayat (1) sebagai berikut: / cragaimana
a. kepala dinas/badan menetapk i j i
kepala bidane, pkan kinerja sekretaris dan

b. sekretaris atau...
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c. sekretaris :
s memberikan penilaian kinerja

d. k i
epala sy Gﬁummng\—ﬁn&umﬁﬁ seksi memberikan

tari : 4

" Cekamigns memela bidang memberikan penilaian kinersa
dan pelaksana; ¢rikan penugasan bagi pejabat fungsional
sekaligus

W-o.a_.u“uwnm..mrm: benugasan bagi kepala subbagian dan/atau
ungsional dan pelaksana; dan
kiner;j ; penilaian
mc:mMmM:Mho_ﬁmn___mzm memberikan penugasan bagi U&mch.“n
an di baw
koordinasinya. pclaksana yang berada di

Pasal 30

(1) Mekanisme kerja pada Dinas/ Badan terdiri atas:
a. tahap perencanaan;
b. tahap pelaksanaan: dan

C.

tahap evaluasi.

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi: ..
a. kepala dinas/badan menyusun dan menetapkan perjanjian

b.

Kinerja dan sasaran kinerja pegawai; .
kepala dinas/badan membagi dan menunjuk mmmﬂ.wﬂmﬁm dan
kepala bidang sebagai penanggungjawab pencapaian target
kinerja;

kepala dinas/badan memberikan arahan dan koordinasi untuk
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; .
sekretaris dan kepala bidang merumuskan strategi pencapaian
target kinerjanya;

sekretaris dan kepala bidang menyampaikan arahan dan
ekspektasi target kinerja kepada pejabat fungsional dan
pelaksana yang berada di bawah koordinasinya; dan

pejabat fungsional dan pelaksana bersama pejabat
administrator menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan

anggaran untuk pencapaian target kinerja.

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi:
a. pejabat

fungsional/ pelaksana menyusun rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. sekretaris, kepala bidang dan/atau ketua tim

C.

memonitoring dan memberikan umpan balik; dan
pejabat fungsional/pelaksana menyampaikan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada sekretaris/ kepala bidang/

ketua tim.

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a.

b.

sekretaris dan kepala bidang menin;j 1
. jau hasil pel
i pelaksanaan
mnﬂq_npmzm a_uﬁm: kepala bidang menyampaikan  hasil
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai
. al dengan t (epe
kepala dinas/badan; dan ® SHEStienmaa
kepala dinas/badan inj
meninjau atau  meneriy i
: . . : . na hasil
himr,vmzmm: kegiatan yang dinyatakan telah sesuaj de i
target yang diharapkan. . i
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